
Lingkungan - awa Tcngah; 
2. Undang-Ondi;;.- Ntimor 33 Tahun 2004 tcntang 

Perimbangan iii ngan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Dacah [Lernharan Negara Rcpublik 
Indonesia Ta: • ~ Nomor 126, Tambahan Lernbaran 
Negara Repu -' nesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undan::: ...mor 12 Tahun 20 l l tcntang 
Pembenrukan wran Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Rep~ Indonesia Tahun 2-011 Nomor 82, 
Tambahan J ,.,..,...,,.ran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

ten tang 
Dalam 

Tahun 1950 
Ka bu paten 

amor l3 
::lacrab-Daerah 

1. Undang-Undzcg 
Pembenruka:- 

Mcngingat 

a. bahwa pcrencanaan dan pelaksanaan 
Anggaran uan Belanja Dacrah Kabupatcn 
Jepara ;'..:r..:= ~..:is= 2019 agar leblh cfcktif dan sesuai 
dcngan = saat ini, rnaka perlu mcninjau 
kembali ?\:""'. ?ill Jepara Nomor 41 Tahun 2018 
tentang S .1 vtasukan Pemerintah Kabupaten 
Jepara Ta. ..a.gaimana diubah dengan Peraturan 
Bupan :'<o= ..;; 2018; 

b. bahwa - -timbangan sebagaimana dimaksud 
buruf a, pa'.: etapkan Peraturan Bupati rcntang 
Pcrubahan a::;..s Peraturan Bupau Jcpara Nomor 4 I 
Tahun 20, _ Standar Biaya Masukan Pemerintah 
Kabupaten -ahun 2019; 

Menimbang 

sxc MAHA ESA 

· ~ JEPARA NOMOR 41 TAHU~ 
'~RlNTAH KABUPATEN JEPARA 

PERVBAHAN KEDUAATAS ------..-_._ 
2018 TENTANG STAN DAR 3 



4. Peraturan Pcmcrincah Namer 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dao 
Anggoca Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 
4416) sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tenrang Perubahan Ketiga Atas Peraruran Pernerintah 
Namer 24 Tahun 2004 tencang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndoncsia 
Namer 4712); 

o. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaao Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Namer 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Mllik. Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

7. Pcraturan Presiden Nomor 1.6 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Namer 33); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Namer 
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2019; 

9. Peraruran Daerah Kabupatcn Jepara Nomor 10 'l'abun 2006 
tentang Pokok-Pokok Peogelolaan Keuangan Dacrab 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jcpara Tahun 2006 Namer 
10, Tarnbahan Lcrnbaran Daerah Kabupaten Jcpara Nornor 
3) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupatcn Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Pcrubahan Atas Peraturan Daerah Kabu.patcn Jepara 
Namer 10 Tahun 2006 centang Pokok-Pokok Pengclolaan 
l(euangan Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2013 Nomor 11, Tambahao Lembaran Dacrah 
Kabupaten Jcpara Namer 10); 

10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Stander Biaya Masukan Pernerintah Kabupaten Jepara 
Tahun 20l9 (Serita Daerab Kabupaten Jepara Tahun 2018 
Nomor 41\ sebagairoana diubab dengan Peratuaran Bupati 
Nomor 62 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor 62); 



No. URAlAN SA TUAN BlAVA 

2. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN 

C. Honorarium Pejabat Perneriksa Hasil Pekerjaan 
Barang/Jasa 

200.000 Nilai pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta OP 

D. Honorarium Panitia Perneriksa Hasil Pekerjaan 
Barang/Jasa 
L Nilai pengadaan Rp. 200 juta sampai dengan OP 300.000 

Rp. 2,5 milyar 
2. Nilai pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar OP 400.000 

E. Honorarium Tim Teknis Perneriksa Pekcrjaan 
Ba rang/ Jasa 
1. Nllai pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta OP 600.000 

Diubah menjadi 

No. URAIAN SA TUAN BIAVA 

2. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN 

C. Honorarium Pejabat/Panicia Pcnerirna Hasil 
Pckcrjaan Barang/Jasa 
1. Nilai pcngadaan sampai dcngan Rp. 200 OPT 300.000 

[uta 
2. Nilai pcngadaan Rp. 200 juta sampai OPT 500.000 

dengan Rp. 500 juta 
3. Nilai pcngadaan Rp. 500 juta sarnpai OPT 800.000 

dengan Rp. 1 milyar 
4. Nilai pcngadaan Rp. l milyar sarnpai OPT l.000.000 

dengan Rp. 5 milyar 
5. Nilai pcngadaan diatas Rp. 5 milyar OPT 1.500.000 

(l) Mcngubah ketentuan dalam STANDAR BIAVA UMUM nomor 2.C. Honorarium 
Pejabai./Parritia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, yang semula sebagai 
berikut: 

Beberapa ketenruan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 
2018 tentang Standar Biaya Masukan Pernerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 
(Bcrita Daerah Kabupatcn Jepara Tahun 2018 Nomor 41), diubah sebagai berikut: 

Pasal 1 

PEMERINTAH TENTANG STANDAR BIAVA MASUKAN 
KABOPATEN JEPARA TAHUN 2019 

PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 1'AHUN 2018 

Mcnctapkan 

MEMUTUSKAN : 



{3) Mcngubah ketcnruan dalarn PENJELASAN STANDAR BlAYA UMUM nomor 
2.A.c. yang semula sebagai berikut: 
c. Honorarium unruk Pengguna Anggaran, PPKom, PPTK, Pcngawas Lapangan 

secara kumulatif rnasing-masing maksirnal Rp. 120 jut.a dalam l tahun, 

Diubah rnenjadi 

c. Honorarium untuk Pengguna Anggaran secara kumulalif maksimal Rp. 300 
juta dalam 1 tahun, PPKom secara kumulatif maksimal Rp. 200 juta dalam 

No. URAJAN SA TUAN BIAVA 

15. BIAVA PERJALANAN DINAS 
A. Saru.an Biaya Transport, Uang Harian untuk 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, 
Pegawa! Negeri Sipil (PNS), Non PNS, Pimpinan 
dan Anaacta DPRD 
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah 

a. Dalam Provinsi Jawa Tengah 
Jareng rv (Pernalang, Tegal, Brebes, 
Banyurnas, Banjarnegara, Cilacap, 
Purballneea. Kcbumcnl 

- Non PNS OH 350.000 

Diubah mcnjadi 

No. URAlAN SA TUAN BIAYA 

15. BIAYA PERJALANAN DTNAS 
A. Saruan Biaya Transport, Uang Harian unruk 

Pcrjalanan Dinas Dalam Negcr! Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, Pimpinan 
dan Anuaota DPRD 
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah 

a. Dalam Provinsi Jawa Tengah 
Jarcng IV (Kebumen, Tegal, Brebes, 
Pcmalang, Banyumas, Banjamegara, 
Cilacap, Purbalinaaal 
- Non PNS OH 300.000 

(2) Mcngubah kctcnruan dalam STANDAR BTAYA UMUM nomor 15.A.2.a. Vang 
Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Wilayab 
.Jatcng IV unluk.Non PNS, yang semula sebagai berikut: 

No. URAlAN SA TUAN BIAYA 

2. Nilai pengadaan Rp. 200 juta sarnpai dengan OP L.000.000 
Rp. 500 juta 

3. Nilai pengadaan Rp. 500 juta sampai dengan OP 1.600.000 
Rp. 1 milya.r 

4. Nilai pengadaan Rp. 1 milyar sampai dengan OP 2.000.000 
Rp. 5 rnilyar 

5. Nilai pengadaan diatas Rp. 5 milyar OP 3.000.000 



(5) Mcngubah ketcnruan dalam STAND/1.R BlAYA KHUSUS nomor 49. Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi (Upah Tenaga Konstru.ksi). Adapun besaran Upah Tenaga 
diubah scbagai berikut : 

Diubah menjadl 

C. Honorarium Pcjabai Pemeriksa Hasll Pekerjaan Ba rang/ Jasa 
a. Honorarium diberikan kepada PcjabaL yang ditetapkan oleh PA/KPA 

yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan 
barang I pekcrjaan konstruksi / jasa lainnya. 

b. Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan per paket 
pckerjaan yang dilaksanakan. 

c. Honorarium untuk PJPHP sccara kumula.tif masing-masing ma.ksimaJ 
Rp. 120 juta dalam 1 tahun. 

D. Honorarium Panitia Perneriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa 
a. Honorarium diberikan kepada Panitia yang ditetapkan olcb PA/ICPA 

yang berrugas mcmeriksa adrnlnlstrasl basil pekerjaan pengadaan 
barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya. 

b. Honor Panitia Pcmeriksa Hasil Pekerjaan diberikan per pakct pekcrjaan 
yang dilaksanakan. 

c. Honorarium untuk PPHP secara kumulatif masing masing maksimaJ 
Rp. 120 juta dalam I iahun. 

d. Jumlah Anggota Panitia Perneriksa Hasil Pekcrjaan maksimal 3 (tiga) 
orang. 

E. Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan Barang/Jasa 
a. Honorarium diberikan kepada Tim Tek:nis yang ditetapkan otch PA/KP/\. 

yang bertugas merneriksa hasil pckerjaan pengadaan barang I 
pekerjaan konstruksi / jasa lainnya, 

b. Honor Tim Tcknis Pemeriksa Pekerjaan diberikan per pakct pekerjaan 
yang dilaksanakan. 

c. Honorarium untuk Tim Teknis Pemeriksa Pekerjaan secara kumulauf 
masing masing maksimal Rp. 120 juta dalam 1 tahun. 

d. Jumlah Anggota Tim Teknis Pemeriksa Pckerjaan maksimal 3 (tiga) 
orang. 

(4) Mengubah ketentuan dalam PENJELASAN STANDAR BIAVA UMUM nomor 2.C. 
Honorarium Pejabat/Panitia Pencrima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa, yang 
scrnula sebagai berikut : 
C. Honorarium Pejabat/Panitia Pcncrima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa 

a. Honorarium diberikan kepada Panilia/Pcjabat yang ditetapkan oleh 
PA/KPA yang borrugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan 
pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya. 

b. Honor pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan diberikan per paket 
per termin pekerjaan yang dilaksanakan. 

c. Honorarium unruk PPHP secara kumulatif masing-masing maksimal 
Rp. 120 ju ta dalarn 1 tah un. 

d. Jumlah Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan rnaksimal 3 (tiga) 
orang. 

I tahun, PPTK dan Pengawas Lapangan sccara kumulatif maksimal Rp. 
120 juta dalam l tahun. 



No. URAIAN SATUAN BIAYJ\ 

49. Pengadaan Pekerjaan Konsu-uksi 
Upah Tenaga Konstruksi 
Mand or OH 90.000 
Kepala lukang gali OH 85.000 
Tukang gall / pekerja OH 85.000 
Kenala rukang baru OH 100.000 
Tukang baru OH 90.000 
Laden tukang batu I pekerja OH 65.000 
Kepala tukang kayu OH 100.000 
Laden tukang kayu / pekerja OH 75.000 
Tukangkayu OH 90.000 
Kepala tukang besi OH LOO.ODO 
Tukang besi OH 90.000 
Laden tukang besi/ pekerja OH 75.000 
Kepala tukang cat OH 100.000 
Tukang cat OH 85.000 
Laden tukang cat/ pekerja OH 75.000 
Tukang penganyam OH 86.000 
Pckcrja pcnganyam OH 6l.OOO 
Pekerja pcngisi batu OH 61 .. 000 
Operator ocmbangkit llstrik cnergi terbarukan OH 70.000 
Mandor listrik OH 80.000 
Kepala tu.kang listrik OH 85.000 
Tukang listrik OH 85.000 
Pernbantu tukang listrik OH 65.000 
Tukang listrik pada tempat tinggi/sulit OH 100.000 
lnspektcr listrik OH 92.000 
Mandor pipa OH 90.000 
Tukang oioa OH 80.000 
Laden rukang pioa/pekerja OH 65.000 
Operator terampil OH 85.000 
Operator seni terampil OH 75.000 
Sopir tcrampil OH 75.000 
Pernbanru sopir OH 65.000 
Kepala tukang aspal OH 75.000 
Tukang aspal OH 75.000 
Pekerja tcrlatih OH 75.000 
Pckcrja semi terlatih OH 75.000 
Pckeria talc terlatih OH 50.000 
Site manager OH 90.000 
Geologist OH 80.000 
Administrasi OH 70.000 
Logistik OH 70.000 
Operator pernboran OH 75.000 
Mekanik OH 80.000 
Crew OH 75.000 
Buru lokal OH 70.000 



No. URAIAN SA TUAN BIAVA 

49. Pengadaan Pekcrjaan 
Upah Tenaga Kerja 
Pekerja OH 80.000 
Mand or OH 115.000 
Tukang listrik OH 100.000 
Kcpala tukang kayu OH 110.000 

Tukang kayu OH 100.000 
Kepala tukang batu OH 110.000 
Tukang batu OH 100.000 
Kcpala tukang besi OH 110.000 

Tukang besi OH 100.000 

Kcpala tukang cal OH 110.000 
Tukang cat OH 100.000 
Tukang plitur OH LOO.ODO 
Tukanggali OH 100.000 
Mandor pipa OH 110.000 

Tukang pipa OR 100.000 

Pekerja pipa OH 75.000 

Tukang leideng OH 100.000 
Kcpala tukang aspal OH 130.000 
Pckerja aspal OH 80.000 

Mandor aspal OH 130.000 

Tukang aspal OH 120.000 
Operator Excavator dan atau Loader OJ 100.000 

Operator OH 100.000 
Pembantu operator Excavator dan atau Loader OJ 75.000 

Pembantu operator OH 75.000 

Sopir OH 100.000 

Diubah rnenjadi 

No. URAlAN SATUAN BIA YA 

Jaga malam OH 60.000 
Pcnaemudi OH 70.000 
Juru ukur OH 85.000 
Pembantu juru ukur OH 60.000 
Penjaga ma!a.m/ sarparn OH 50.000 
Drafter CAD/ manual OH 85.000 
Desain engineer OH 85.000 
Operator com outer/ printer /proter OH 60.000 
Tukang plirur OH 85.000 
Buruh tak terlatib OH 50.000 
Buru semi terlatlh OH 60.000 
Buru terlatih OH 75.000 
Pekerja pipa OH 65.000 
Tukang leideng OH 80.000 



SE:KRETARJS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jcpara 
pada tanggal 9 April 2019 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 9 Apri.l 2019 

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pcraturan ini dengan pcncmpatannya dalam Berira Daerah Kabupaten Jepara. 

Pcraturan i:ni rnulal berlaku pada tanggal cliundangkan. 

Pasal 2 

No. I URA I AN SATUAN BIAYA 

50. Honor Tim Mutual Check 

l, Nilai pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta OP 200.000 
2. Nilai pcngadaan Rp. 200 juta sampai dcngan OP 250.000 

Rp. 500 juta 

3. Nilai pengadaan Rp. 500 juta sampai dengan OP 300.000 
Rp. 1 milyar 

4. Nilai pengadaan Rp. 1 rnilyar sampai dengan OP 350.000 
Rp. 5 milyar 

5. Nilai pcngadaan diatas Rp. 5 milyar OP 400.000 

51. Honor Tim Survey Jalan OH 200.000 

(6) Menambah ketenruan dalam STAN DAR BIA YA KHUSUS dengan rincian scbagai 
bcrikut: 

No. URAIAN SA TUAN BIA YA 

Pernbantu sopir OH 75.000 
Mekanik OH 100.000 
Pembantu rnekanik OH 75.000 


